PARAMETER PEMBEDAAN MEREK DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM

OLEH:
SURAIDA SALAEH
NIM: 10340144

PEMBIMBING:

1. ISWANTORO, S. H., M. H.
2. FAISAL LUQMAN. H, S. H., M. Hum.

ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014



ABSTRAK

Merek tidak sgja sebagai tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-
huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut
yang mempunyai daya pembedaan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang
atau jasa sebagaimana definisi yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 15
tahun 2001 tentang Merek. Dalam perdagangan barang dan jasa merek menjadi
sangat penting. Merek menjadi salah satu kekayaan intelektual berfungsi sebagai
tanda pengenal atau daya pembeda dari merek lainnya. Dapat dikatakan bahwa
merek merupakan aset bagi pemilik merek yang bersangkutan, terutama apabila
didayagunakan dengan memperhatikan aspek bisnis dan proses manaemen yang
baik. Karena demikian penting dan tingginya nilai sebuah merek bagi pemilik
merek, maka merek menjadi komoditi yang dapat diperjua belikan, dan hal ini
memicu adanya pemal suan terhadap merek.

Klausul pada Pasal 6 ayat (1) butir a Undang-undang Nomor 15 tahun
2001 tentang Merek menyebutkan kata-kata “mempunyai persamaan pada
pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terdaftar,” yang mana
menerangkan bahwa setiap merek yang mempunyai persamaan atau mirip harus
ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI).
Persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-
unsur yang menonjol antara merek yang telah terdaftar |ebih dahulu dengan merek
yang lain. Kemiripan pada unsur menonjol ini dapat menimbulkan kesan adanya
persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau
kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat
dalam merek-merek tersebut. Tetapi belum ada garis yang jelas dan menonjol
tentang bagaimana suatu bentuk, penempatan, penulisan atau bunyi tersebut
seharusnya dibedakan. Disini timbullah permasalahan tentang apa sebenarnya
tolok ukur atau parameter pembedaan sesuatu merek itu.

Metode penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (Library
Research) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan mencari dan mengumpulkan
data sekunder berupa: buku-buku, artikel-artikel baik dari surat kabar atau media
cetak maupun media elektronik, Undang-undang Merek, serta undang-undang lain
dan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap
pemegang merek dagang.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa banyak merek-merek yang mirip
tetap diratifikas oleh Dirjen HKI. Hal ini menimbulkan kegelisahan di kalangan
masyarakat maupun lingkup internal Dirjen HKI sendiri dikarenakan penegakan
hukum secara empiris ternyata lamban dan mengkhawatirkan. Untuk dapat
memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang merek dagang harus
dilakukan dengan cara mengoptimalkan pelaksanaan Undang-undang Merek
Nomor 15 tahun 2001, meningkatkan kemampuan aparat pemeriksa merek dan
aparat penegak hukum dalam memahami perlindungan HKI khususnya merek
serta pembatalan terhadap pendaftaran merek atas dasar iktikad tidak baik oleh
Dirjen HKI.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era perdagangan global saat ini, Hak Kekayaan Intelektual
(seterusnya disingkat menjadi HKI) merupakan permasalahan yang penting
karena berhubungan dengan masalah ekonomi dan kegiatan bisnis. Indonesia
merupakan negara yang memiliki potensi Hak Kekayaan Intelektual yang sangat
tinggi. Salah satu komponen Hak Kekayaan Intelektual yang perlu mendapat
perhatian khusus adalah Merek. Pelanggaran atau perilaku menyimpang di bidang
merek akan selalu terjadi. Hal ini berkaitan dengan perilaku bisnis yang curang
yang menghendaki persaingan (competitive) dan berorientasi keuntungan
(profit oriented), sehingga membuka potensi aktivitas bisnis yang curang atau
melanggar hukum, dan motivasi seseorang melakukan pelanggaran merek
terutama adanya keinginan untuk memperoleh keuntungan di dalam praktek
bisnisnya. Merek sebagai identitas dari suatu produk akan merujuk pada kualitas
dan harga terhadap suatu produk barang dan/atau jasa yang telah dibentuk oleh

pemiliknya.

Pengertian merek dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 tahun
2001 tentang Merek, memberikan suatu definisi tentang merek yaitu merek adalah
tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna,
atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan

digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.' Melalui merek,

! pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek.



masyarakat sebagai konsumen akan dengan mudah mengenali suatu produk
perusahaan tertentu. Merek biasanya dicantumkan pada barang atau pada kemasan
atau bungkus barang yang dijual atau dicantumkan secara tertentu pada hal-hal
yang terkait pada jasa yang dijual. Pemasaran dari suatu produk barang dan jasa
tidak terbatas pada suatu negara, akibatnya suatu merek produk barang dan jasa
yang berkualitas akan menjadi trend dan digemari secara umum. Hal tersebut
memberikan dampak yang negatif berupa makin banyaknya peniruan dan
penjiplakan yang secara jelas tidak mencerminkan perdagangan modern yang
menekankan adanya suatu persaingan, tetapi persaingan yang sehat, persaingan

yang kompetitif.

Indonesia saat ini telah mempunyai Undang-undang Merek terbaru yaitu
Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 yang diundangkan pada tanggal 1 Agustus
2001. Undang-undang Merek baru ini merupakan penyempurnaan dari Undang-
undang sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 19 tahun 1992 jo. Undang-
undang Nomor 14 tahun 1997. Dengan Undang-undang Merek baru ini maka
terciptalah pengaturan merek dalam satu naskah sehingga lebih memudahkan
masyarakat untuk memahami dan selanjutnya untuk dilaksanakan. Dalam hal ini
ketentuan-ketentuan dalam undang-undang merek lama, yang substansinya tidak

diubah, dituangkan kembali dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2001.

Perlindungan hukum atas merek juga makin meningkat seiring majunya

perdagangan dunia. Demikian juga merek pun semakin berperan untuk



membedakan asal-usul barang dan kualitasnya serta untuk menghindari peniruan.?

Timbulnya peniruan dapat memicu kepada terjadinya sengketa.® Beberapa

karakteristik sengketa merek didasarkan beberapa parameter:*

1.

Parameter subyek, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa baik secara
langsung maupun tidak langsung terkena kepentingannya, dalam hal ini dapat
berupa perorangan (persoon), maupun badan hukum (rechtspersoon) seperti
perusahaan, yayasan, dan lain-lain.

Parameter obyek, yaitu apa yang menjadi persoalan dalam suatu sengketa
merek terutama adalah hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran dan
penyimpangan aktivitas bisnis beserta segala akibat hukumnya, seperti
terjadinya wanprestasi, kecurangan, perbedaan interpretasi terhadap aturan
hukum, persaingan tidak sehat, pemalsuan, penipuan, dan sebagainya. Oleh
karenanya adanya pelanggaran dan penyimpangan seperti itu menyebabkan
kepentingan salah satu pihak dirugikan oleh pihak yang lain, sehingga timbul
sengketa tersebut.

Parameter hukum yang berlaku, yaitu aturan hukum manakah yang mengatur
aktivitas bisnis merek tersebut, karena aktivitas bisnis haruslah tunduk pada
hukum yang berlaku baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis/
kebiasaan, konvensi-konvensi, perjanjian internasional, yurisprudensi, dan
sebagainya.

Parameter inisiatif dan keaktifan berperkara, adalah ditentukan atau tergantung
dari para pihak-pihak yang berperkara. Sengketa merek pada umumnya adalah
sengketa privat, oleh karena itu pihak-pihak yang berperkara yang harus aktif
dalam penyelesaian perkara, mulai dari mengajukan perkaranya,
mempertahankannya dan mengikuti aturan main penyelesaian sengketa yang
berlaku. Ketidakaktifan dalam berperkara dapat berakibat merugikan
kepentingannya, yaitu perkaranya dikalahkan.

Parameter forum penyelesaian sengketanya, yaitu semua forum atau lembaga
penyelesaian sengketa perdata yang memungkinkan diselesaikannya sengketa
baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi dengan segala kelebihan dan
kekurangannya.

Endang Purwaningsih, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi, (Bandung : Mandar

Maju, 2012), him. 49.

*Takdir Rahmadi, Mediasi(Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat),

(Jakarta: PT Rajawali Pers, 2010), him.7.

“http://mahendraputra.net/wp-content/uploads/2008/11/bahan-kuliah-alternatif-

penyelesaian-sengketa-dagang-1.pdf, 15/04/2014, 11.53WIB.



Menurut Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 15 tahun 2001, gugatan
bagi sengketa merek dapat diajukan ke Pengadilan Niaga. Contoh kasus sengketa
merek yang diselesaikan melalui pengadilan adalah kasus sengketa antara
“Swallow Globe Brand” dengan “Bola Dunia”. Effendy pengusaha di Jakarta
adalah pemilik dan pemegang merek dagang “Swallow Globe Brand” dengan
gambar lukisan bola dunia serta gambar burung walet (Swallow), yang telah
terdaftar pada Direktorat Jenderal Merek — HKI Departemen Kehakiman dan
HAM RI, nomor 361196 tanggal 31 Mei 1996 untuk melindungi barang kelas 29,
tepung (powder) ager-ager. Selanjutnya dipasarkan, terdapat merek dagang “Bola
Dunia” (Globe) yang melindungi barang kelas 29 berupa tepung ager-ager yang
bernomor pendaftaran 395619 tanggal 2 Oktober 1997. Bola Dunia dengan
gambar burung walet nomor pendaftaran 487928 tanggal 31 Agustus 2001
melindungi barang klas 29 berupa tepung ager-ager. Kedua merek tersebut nomor
395619 dan nomor 487928 tercatat atas nama Soewardjono pengusaha di Jakarta.
Setelah diteliti ternyata merek yang dipegang dan dimiliki Soewardjono terdapat
perbedaan antara merek yang didaftarkan nomor 395619 dan nomor 487928
dengan merek yang dipakai dan diedarkan di masyarakat (mirip dengan mereknya
Efendy). °®

Dari adanya pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang
didaftarkan, adalah merupakan salah satu alasan penghapusan pendaftaran merek
yang diatur dalam Pasal 61 ayat 2 huruf (b) Undang-undang Nomor 15 tahun

2001. Adanya kenyataan tersebut, maka Effendy selaku pemegang merek nomor

*http://dinatropika.wordpress.com/2011/10/22/sengketa-merek-makanan-ager-ager-
swallow-globe-brand-%E2%80%93-bola-dunia/, 1/4/2014, 13.17WIB.



361196 merasa dirugikan oleh merek nomor 395619 dan nomor 487298 milik
Soewardjono yang telah beritikad buruk dengan berusaha meniru dan
membonceng merek milik Effendy. Akhirnya Effendy (penggugat) melalui kuasa
hukumnya mengajukan gugatan gugatan kepada Soewardjono (tergugat) di
Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Majelis Hakim setelah memeriksa perkara gugatan ini, dalam putusannya
memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Penggugat berhak mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek
tergugat tersebut, berdasarkan alasan dalam Pasal 61 ayat (2) butir b
Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek.

b. Pasal 61 ayat (2) butir b Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 pada
pokoknya menyatakan bahwa penghapusan pendaftaran merek dapat
dilakukan jika merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut
dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau
pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh
Direktorat Jenderal atau merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa
yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan
pendaftaran, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek
yang didaftar.

c. Ketidaksesuaian dalam penggunaan, meliputi ketidaksesuaian dalam
bentuk penulisan kata atau huruf atau ketidak sesuaian dalam penggunaan

warna yang berbeda.®

® Ibid.



d. Tergugat pemilik merek nomor 395619 tanggal 5 Agustus 1998 dengan
kata “Bola Dunia” dengan gambar bola dunia, dengan warna etiket warna
etiket hitam putih untuk barang ager-ager klas 29 dan pemilik merek
nomor 487928 berupa merek kata Cap Bola Dunia, dengan gambar bola
dunia (globe) dan burung walet, dan burung walet (swallow) dan susunan
warna biru tua, biru muda, hijau, hitam dan putih untuk melindungi barang
yaitu ager-ager klas 29.

e. Tergugat telah menggunakan merek tersebut tidak sesuai merek yang telah
didaftarkan.

f. Bilamana dibandingkan merek yang dipakai oleh tergugat bukti P-3-P4 —
T10 dengan merek yang dipakai oleh tergugat bukti P5 dan T 17 maka
hakim berpendapat bahwa terdapat ketidaksesuaian dalam bentuk gambar,
dalam bentuk penulisan kata atau huruf serta ketidaksesuaian dalam
penggunaan warna yang berbeda.

g. Majelis Hakim berpendapat, apa yang ditentukan oleh Pasal 61 ayat (2)
butir b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, berikut
penjelasannya, telah terpenuhi dan gugatan penggugat adalah beralasan

hukum dan dapat dikabulkan.

Dengan pertimbangan yang pada pokoknya disebutkan diatas, maka Majelis
Hakim memberi putusan:

a. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.

b. Menyatakan penghapusan pendaftaran merek daftar nomor 395619 dan

nomor 497928 atas nama tergugat dari Daftar Umum pada Direktorat



Jenderal HKI Departemen Kehakiman dan HAM, karena pemakaian
merek-merek tersebut tidak sesuai dengan merek yang didaftar, dengan
segala akibat hukumnya.

¢. Menghukum tergugat membayar biaya perkara.’

Selain ke pengadilan, Pasal 84 Undang-undang Nomor 15 tahun 2001
menyatakan bahwa para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase
atau alternatif penyelesaian sengketa. Pengertian arbitrase menurut Pasal 1 ayat
(8) Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa adalah:®

“Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak

yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa

tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang

mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal

belum timbul sengketa.”

Salah satu contoh kasus sengketa merek yang menggunakan penyelesaian
melalui jalur arbitrase adalah sengketa antara merek Dunkin’ Donuts dengan
Donats’ Donuts. Merek Dunkin’ Donuts milik Dunkin’ Donuts Inc., USA, telah
terdaftar di banyak negara di dunia, termasuk di Indonesia merek Dunkin’ Donuts,
antara lain terdaftar untuk jenis-jenis jasa restoran, dan untuk produk-produk

makanan. Bentuk pelanggaran yang telah dilakukan oleh pihak tergugat adalah

adanya persamaan pada pokoknya dalam bentuk tulisan, bentuk huruf dan

"http://dinatropika.wordpress.com/2011/10/22/sengketa-merek-makanan-ager-ager-
swallow-globe-brand-%E2%80%93-bola-dunia/, 01/4/2014, 1317WIB.

8Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa.



kombinasi warna (pink dan orange) antara merek Donat’s Donuts yang
dipergunakan sebagai mana restoran (merek jasa) dengan bentuk tulisan dan
kombinasi warna dengan merek Dunkin’ Donuts. Persoalan ini diselesaikan diluar
pengadilan yaitu melalui arbitrase, dan setelah mendapat surat peringatan dari
kuasa hukum Dunkin’ Donuts Inc., pemilik restoran Donats Donuts, melakukan
perubahan-perubahan atas bentuk tulisan dan kombinasi warna pada kotak
kemasan makanan dan minuman, juga pada nama restorannya.’

Pemalsuan merek seperti yang dicontohi sebelumnya adalah suatu bentuk
pencurian Hak Kekayaan Intelektual yang sering terjadi di Indonesia. Maka tidak
aneh, kalau investor asing enggan menanamkan modalnya disini. Hal ini
dikarenakan tidak adanya tindakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran-

pelanggaran seperti ini.

Praktek plagiat terhadap merek terkenal juga menciptakan kerugian yang
cukup besar kepada berbagai pihak, baik pemilik merek maupun konsumen.
Pemilik merek akan dirugikan melalui pencitraan dari kualitas produk. Sedangkan
konsumen akan tertipu karena membeli barang yang secara kualitas berbanding

jauh dari yang dimiliki oleh pemilik merek sebenarnya.

Dengan berbagai kasus yang sudah beranak pinak di tengah masyarakat ini
membuat banyak merek yang di jiplak/contek. Baik dari segi bentuk, ukuran,
warna, desain, tulisan, penyebutan, gambar dan masih banyak lagi. Meski sudah

dibuat regulasi yang mengatur mengenai hal ini. Namun tetap saja plagiarisme

*http://kifuatnawainruk.blogspot.com/2011/12/perlindungan-merk-di-indonesia.html,
11.46WI1B,15/04/2014.



masih melekat di kehidupan masyarakat terutama dibidang perdagangan yang
memang sangat erat dengan merek.

Ternyata fakta yang ada menunjukkan tidak hanya dalam merek yang
berada dalam negeri. Kesamaan antara merek dalam negeri dengan merek diluar
negeri juga dimungkinkan terjadi. Dalam penolakan dan tidak didaftarkannya
sebuah merek akan dibahas berdasarkan beberapa contoh kasus yang sudah
terjadi. Berikut adalah beberapa contoh merek dagang yang menurut penyusun
mirip dengan merek yang sudah terdaftar tetapi tetap masih bisa di daftar di Dirjen
HKI:*

Tabel 1

Daftar Merek yang Mirip dan Sama™*

NO. REGISTRASI MEREK KELAS PEMOHON
DAGANG/JASA

IDM000177907 OREO 30 Kraft Foods Global Brands Llc

IDM000257324 ORIORIO Pt Siantar Top, Tbk.

IDMO000252507 AQUA 57 Pt. Aqua Golden Mississippi Tbk.

IDM000216690 AQUAUS Andrie Djaja

IDM000238338 SEDAAP 30 Pt Wings Surya

IDMO000412835 YA SEDAAAP Pt Santos Jaya Abadi

IDM000412921 CDR 91 25 Siem Hengki Irawan

IDM000412919 CSD 91 Suhardi

IDM000080721 QUICKSILVER 32 Quiksilver International Pty Ltd

Djrektorat%20Jenderal%20Hak%20Kekayaan%z20Intelektual%20%20Merek%20
Publikasi%20A%20Tahun%202014.htm, 01.07WI1B,17/09/2014.

sumber: Berita Resmi Merek.




IDM000399200 QUICK SILVER Pt Tempo Scan Pacific Tbk

6 IDMO000085286 DURBAN 25 Pt Tritunggal Sejahtera Indonesia
IDMO000277415 D’URBAN Renown Incorporated

7 | IDM000397056 CONCERTO 32 Pt Campina Ice Cream Industry
IDMO000416695 CONCERTO Blissful Centany International

Limited

8 | IDM000418203 MIRAH 30 Pt. Tiga Pilar Sejahtera
IDM000399575 MIRAH Pt Hamparan Bumi Mas Abadi

9 | IDM000156404 HUGO 25 Teddy Tan
IDM000090711 HUGO Liem Sin Min

10 | IDM000351926 ENERGEN 30 Jogi Hendra Atmadja
IDMO000414612 ENERGO Pt. Frisian Flag Indonesia

11 | IDM000099244 EIGER 25 Ronny Lukito
IDMO000087029 EIGER Budiman Tjoh

12 | IDM000410592 GUESS 25 Guess?,Inc
IDM000095316 MR GUESS Ricky Tan

13 | IDM000036051 BINTANG 32 Heineken Brouwerijen B.V.
IDM000404111 BINTANG Asia Pacific Breweries Limited

Berdasarkan kasus-kasus kemiripan merek pada produk makanan dan

minuman di Tabel 1 dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap merek
masih sangat lemah. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 mengenal adanya
sistem perlindungan terhadap merek yaitu sistem konstitutif, artinya adalah
perlindungan hak atas merek diberikan hanya berdasarkan adanya pendaftaran.

Sistem ini dikenal juga dengan istilah first to file system, yang artinya
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perlindungan diberikan kepada siapa yang mendaftar lebih dulu. Pemohon
sesudahnya yang mengajukan merek yang sama atau mirip tidak akan mendapat

perlindungan hukum.

Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 telah mengatur ketentuan merek
sedemikian rupa, namun pada praktiknya sering timbul beberapa masalah dalam
pemeriksaan merek. Masalah yang paling sering terjadi adalah yang berkaitan
dengan persamaan merek. Pasal 6 ayat (1) butir a menyebutkan bahwa
permohonan merek harus ditolak oleh Direktorat Jendral Hak atas Kekayaan
Intelektual (Dirjen HKI) apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada
pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar
lebih dulu untuk barang dan atau jasa sejenis. Pasal 6 ayat (1) butir a sedemikian
jelas telah mengatur perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek namun
kenyataanya kemiripan dalam merek baik barang maupun jasa masih terjadi

hingga saat ini.*?

Berdasarkan uraian di atas sangatlah menarik untuk dikaji dan dianalisis
lebih mendalam mengenai parameter pembedaan merek ditinjau dari Undang-

undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek.

12 http://botak-van.blogspot.com/2013/04/10-produk-logo-dan-merek-dagang-yang.html,
28/08/2014, 00.16WIB.
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B. Pokok Masalah
Berdasarkan paparan latar belakang masalah diatas, maka dapat
dirumuskan beberapa permasalahan yang menarik untuk dikaji dan dianalisis,
antara lain:

1. Bagaimana penerapan Pasal 6 ayat (1) butir a Undang-undang Nomor
15 tahun 2001 tentang Merek?

2. Apa parameter yang digunakan untuk membedakan sesuatu merek?

C. Tujuan dan Kegunaan
a. Tujuan

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Pasal 6 ayat (1) butir a
Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 secara praktek.

2. Untuk mengetahui apakah parameter yang digunakan untuk
membedakan suatu merek.

b. Kegunaan

1. Secara teoritis, pembahasan terhadap pemasalahan-permasalahan
sebagaimana diuraikan di atas diharapkan akan menimbulkan
pemahaman dan pengertian bagi pembaca mengenai merek yang
harus ditolak pendaftarannya oleh Dirjen HKI ditinjau dari Undang-
undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, sehingga skripsi ini
dapat digunakan untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan,
menambah dan melengkapi perbendaharaan dan koleksi karya ilmiah

serta  memberikan kontribusi pemikiran yang menyoroti dan

12



membahas sengketa merek sebagai salah satu permasalahan utama
yang sering terjadi dalam sengketa HKI di Indonesia.

2. Secara praktis, hasil penulisan ini semoga dapat berguna dan
bermanfaat bagi semua orang, terutama untuk peminat pada
perkuliahan di Jurusan limu Hukum dan untuk sumbangsih pemikiran

ilmiah Hukum Perdata di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran literatur mengenai pendaftaran merek ditinjau
dari Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek yang terkait dengan
hak merek, ada beberapa karya yang menyoroti tentang merek dan pendaftaran
merek itu sendiri.

Beberapa karya tersebut antara lain skripsi Irwansyah Ockap Halomoan
tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Terkenal Asing
Dari Pelanggaran Merek di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitiannya, dapat
diambil kesimpulan bahwa pengaturan merek melalui Undang-undang Nomor 15
tahun 2001 sebenarnya sudah cukup memberikan perlindungan hukum bagi
pemegang merek dagang terkenal asing untuk menegakkan hak-haknya, akan
tetapi belum dapat diterapkan secara optimal. Hal itu tidak terlepas dari kondisi
masyarakat di Indonesia yang masih kurang dapat memahami system
perlindungan HKI, khususnya mengenai merek terkenal asing. Penegakan hukum
dalam pelaksanaan hukum terhadap pemegang merek dagang terkenal asing

mengalami hambatan-hambatan diantaranya adalah keterbatasan informasi kepada
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masyarakat tentang adanya permohonan pendaftaran merek, kesulitan menemukan
pelaku pelanggaran merek dan keterbatasan kemampuan baik dari segi informasi
maupun sumber daya manusia, baik dari pemeriksa merek (Dirjen HKI) maupun

aparat penegak hukum. **

Skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap merek
terkenal sedangkan skripsi penyusun lebih membahas tentang pendaftaran merek,
tetapi kedua skripsi tetap berpatokan kepada undang-undang yang sama yaitu

Undang-undang Nomor 15 tahun 2001.

Selanjutnya skripsi penelitian Tri Suci Rahayu yang berjudul Penyelesaian
Sengketa Merek Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang
Merek. Berdasarkan hasil penelitiannya, proses penyelesaian sengketa di bidang
merek menurut Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek dapat
ditempuh melalui penyelesaian sengketa secara litigasi dan non-litigasi.
Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah penyelesaian melalui lembaga
pengadilan. Penyelesaian sengketa secara litigasi diatur dalam Undang-undang
Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek dari Pasal 76 sampai dengan Pasal 83. Pasal
76 Undang-undag Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek mengatur tentang adanya
gugatan atas pelanggaran merek. Tata cara mengajukan gugatan ke Pengadilan
Niaga diatur dalam Pasal 80 dan Pasal 81 Undang-undang Nomor 15 tahun 2001

tentang Merek. Aturan tentang permohonan kasasi diatur dalam Pasal 82 dan 83

|rwansyah Ockap Halomoan, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek
Dagang Terkenal Asing Dari Pelanggaran Merek di Indonesia”, (Medan: Fakultas Hukum
Universitas Sumatera Utara, 2008).
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Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek. Sedangkan penyelesaian
sengketa secara non-litigasi merupakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan,
seperti melalui alternatif penyelesaian sengketa ataupun arbitrase. Undang-undang
Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek mengatur hal tersebut dalam Pasal 84.
Perbedaan antara hasil penelitian diatas dengan penelitian penyusun adalah
penyusun lebih memusatkan penelitian terhadap tolok ukur yang menentukan
pendaftaran sesuatu merek sedangkan penelitian Saudari Tri Suci Rahayu lebih
menelusuri tentang bagaimana caranya untuk menyelesaikan sengketa suatu
merek. Sedangkan persamaan kedua skripsi adalah skripsi penyusun juga
membahas sedikit tentang penyelesaian sengketa sekiranya terjadi sengketa hak

merek.

Selanjutnya skripsi karya Kartika Surya Utami yang berjudul Perlindungan
Hukum Hak Atas Merek Terdaftar di Indonesia Menurut Undang-Undang Merek
Nomor 15 Tahun 2001, yang dalam skripsinya itu menunjukkan bahwa Undang-
undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek menggunakan sistem pendaftaran
konstitutif. Dalam sistem konstitutif pemegang merek yang belum terdaftar secara
formil tidak memperoleh perlindungan hukum, karena pada dasarnya sistem
konstitutif hanya memberikan perlindungan kepada pemilik merek yang telah
mendaftarkan mereknya. Walaupun menggunakan sistem pendaftaran konstitutif

masih banyak dijumpai kasus-kasus sengketa merek di Indonesia, mengingat

 Tri Suci Rahayu, “Penyelesaian sengketa Merek Menurut Undang-Undang Nomor 15
tahun 2001 Tentang Merek (Studi Kasus Sengketa antara Honda Karisma dan Tossa Krisma)”,
(Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Negeri Surakarta, 2008).
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masyarakatnya terutama pengusaha kecil dan menengah belum sadar sepenuhnya
arti penting pendaftaran merek. Untuk itu diperlukan konsep pendayagunaan
hukum terhadap sistem Kkonstitutif yang dianut sekarang ini dengan lebih
memperhatikan dan berpihak kepada pengusaha kecil dan menengah.*® Skripsi ini
secara langsung membahas tentang perlindungan hukum terhadap suatu merek
setelah didaftar, tetapi penelitian penyusun lebih memfokuskan kepada merek-
merek yang tidak dapat didaftarkan serta harus ditolak oleh Dirjen HKI.
Sedangkan persamaan antara skripsi ini dengan penelitian penyusun adalah sama-
sama membahas tentang penerapan Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang

Merek.

Karya tulis terakhir yang ditemukan yaitu skripsi Rando Purba yang
meneliti tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pemboncengan Merek Asing
Terkenal Untuk Barang Yang Tidak Sejenis Dan Kriteria Iktikad Tidak Baik.
Secara substansinya, skripsi ini menjelaskan mengenai kasus posisi secara umum
sengketa pemboncengan merek terkenal milik Intel Corporation melawan Intel
Jeans. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan pada tingkat pertama yaitu
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dimulai dari pembahasan gugatan yang
diajukan oleh Intel Corporation dan dilanjutkan dengan jawaban tergugat dan

jawaban tergugat Il serta Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri.'® Penelitian

5Surya Kartika Utami, “Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Terdaftar di Indonesia
Menurut Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001”, (Surakarta:Fakultas Hukum Universitas
Negeri Surakarta, 2011).

®*Rando Purba, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemboncengan Merek Asing Terkenal

Untuk Barang Yang Tidak Sejenis Dan Kriteria lktikad Tidak Baik”, (Jakarta: Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, 2009).
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ini secara lansung membahas tentang penyelesaian sengketa merek yang terjadi
sedangkan penyelesaian penyusun membahas tentang suatu merek yang harus
ditolak supaya tidak rentan terjadinya sengketa merek. Kedua penelitian penyusun
dan skripsi ini adalah sama-sama menganalisis Undang-undang Nomor 15 tahun

2001.

E. Kerangka Teori
1. Hak Asasi Manusia (HAM)

Frans Magnis mengutip salah seorang pemikir Barat, Leah Levin
yang mengatakan bahwa konsep hak-hak asasi manusia mempunyai dua
pengertian dasar. Yang pertama, ialah hak-hak yang tidak dapat dipisahkan
dan dicabut karena dia adalah manusia. Hak-hak ini merupakan hak-hak
moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak-hak itu
bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia. Arti yang kedua
adalah hak-hak menurut hukum vyang dibuat sesuai dengan proses
pembentukan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional
maupun internasional. Dasar dari hak-hak ini adalah persetujuan dari yang
diperintah, yaitu persetujuan dari para warga yang tunduk pada hak-hak itu
dan tidak hanya tata tertib alamiah yang merupakan dasar dari arti yang
pertama itu. Secara simpel, hak asasi manusia merupakan hak yang ia
miliki karena ia adalah manusia, sedangkan hak warganegara merupakan

yang dianugerahi kepada warganegara.'’ Pada prakteknya, penegakan

7Jimly Asshiddigie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, (Jakarta: Konstitusi
Press, 2005), him. xii-xiii.
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HAM sangat dipengaruhi oleh corak politik yang berlaku pada suatu
negara. Politik demokratis memberi konsekuensi logis bahwa upaya
penegakkan HAM menjadi lebih prospektif.’® Dalam HKI, HAM
memainkan perannya apabila perlindungan terhadap HKI terutamanya
merek itu sendiri diperlukan demi menjaga dan melindungi karya

intelektual seseorang pencipta itu sendiri.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

HKI merupakan singkatan dari Hak Kekayaan Intelektual atau
dalam bahasa Inggris disebut sebagai Intellectual Property Rights (IPR),
adalah hak yang timbul atas hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu
produk atas proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya HKI adalah
hak untuk menikmati secara ekonomi hasil suatu kreatifitas intelektual.
Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir
karena kemampuan intelektual manusia. Sistem HKI merupakan hak privat
(private rights). Seseorang bebas mengajukan permohonan atau
mendaftarkan karya intelektualnya atau tidak. Hak ekslusif yang diberikan
negara kepada pelaku HKI (inventor, pencipta atau pendesain)
dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karyanya dan agar orang lain

terangsang untuk dapat lebih lanjut mengembangkannya lagi, sehingga

him. IX.

8Majda Eh-Mijtaj, HAM dalam Konstitusi Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2009),
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dengan sistem HKI tersebut kepentingan masyarakat ditentukan melalui

mekanisme pasar.*®

3. Merek

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 tahun 2001
tentang Merek, Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata,
huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-
unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam
kegiatan perdagangan barang atau jasa.”’ Menurut Prof. R. Soekardono,
“Merek adalah sebuah tanda dengan mana dipribadikan sebuah barang
tertentu, dimana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin
kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis
yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan

perusahaan lain.” %

Melihat definisi menurut undang-undang menunjukkan bahwa
kriteria merek yang diberikan oleh undang-undang merek diantaranya,
bahwa merek harus mempunyai daya pembeda yang cukup (capable of
distinguishing), artinya memiliki kekuatan untuk membedakan barang dan

atau jasa produk suatu perusahaan dari perusahaan lainnya. Agar

YHakintelektual.com/haki/definisi-hak-kekayaan-intelektual/, 30  Disember 2013,
00.34WIB.

“pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 tahun 2001.

'spekardono, Hukum Dagang Indonesia, Jilid I, (Jakarta : Dian Rakyat, 1983), him. 149.
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mempunyai daya pembeda, merek harus dapat memberikan penentuan
pada barang dan atau jasa yang bersangkutan. Merek dapat dicantumkan
pada barang, atau pada bungkusan, atau dicantumkan secara tertentu pada

hal-hal yang bersangkutan dengan jasa yang diberi merek tersebut.
Hak Atas Merek

Hak Atas Merek pula adalah hak eksklusif yang diberikan oleh
negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek
untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau
memberi ijin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama
atau badan hukum untuk menggunakannya. Hak atas merek diberikan
kepada pemilik merek yang beritikad baik dan hanya berlaku untuk barang
atau jasa tertentu. Sesuai dengan ketentuan bahwa hak merek itu diberikan
pengakuannya oleh negara, maka pendaftaran atas mereknya merupakan
suatu keharusan apabila ia menghendaki agar menurut hukum dipandang
sah sebagai orang yang berhak atas merek. Bagi orang yang mendaftarkan
mereknya terdapat suatu kepastian hukum bahwa dialah yang berhak atas
merek tersebut. Sebaliknya bagi pihak lain yang mencoba akan
mempergunakan merek yang sama atas barang atau jasa lainnya yang
sejenis oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tentunya akan
ditolak pendaftarannya. Adanya pemakaian merek dalam dunia
perdagangan barang dan jasa menimbulkan penggolongan merek.

Berdasarkan Undang—undang Nomor 21 tahun 1961 membedakan merek

?pasal 3 Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek.
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atas merek perusahaan dan merek perniagaan. Merek perusahaan
(fabrieksmerk, factory mark) adalah merek yang dilekatkan pada barang
oleh pembuatnya (pabrik), sedangkan merek perniagaan (handlesmerk,
trade mark) adalah merek yang dilekatkan pada barang oleh pengusaha

perniagaan yang mengedarkan barang itu.

. Pendataftaran Merek

Dalam kepustakaan dikenal dua macam sistem (stelsel) pendaftaran
merek, yaitu sistem konstitutif (atributif) dan sistem deklaratif. Dalam
sistem konstitutif, hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran, artinya
hak ekslusif atas sesuatu merek diberikan karena adanya
pendaftaran.(required by registration). Dengan ungkapan lain, pada sistem
konstitutif pendaftaran merek merupakan hal yang mutlak dilakukan.
Merek yang tidak didaftar, otomatis tidak akan mendapat perlindungan
hukum.

Sedangkan pada sistem deklaratif, pendaftaran merek tidak
merupakan keharusan, jadi tidak ada wajib daftar merek. Pendaftaran
hanya untuk pembuktian, bahwa pendaftaran merek adalah pemakai
pertama dari merek yang bersangkutan. Pendaftaran itu bukanlah
menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan

hukum atau presemption iuris, yaitu pihak yang mereknya terdaftar itu
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adalah pihak yang berhak atas merek tersebut dan merupakan pemakai
pertama dari merek yang didaftarkan.?,
Pendaftaran merek di bawah Undang-undang Nomor 21 tahun

1961 menganut sistem deklaratif.*

Dengan undang-undang merek yang
baru yaitu Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, sistem
pendaftaran merek diubah menjadi sistem pendaftaran konstitutif,
berhubung sistem konstitutif lebih menjamin kepastian hukum berbanding
sistem deklaratif. Dengan di daftarnya merek tersebut pada Direktorat
Jenderal HKI, orang lain tidak dapat lagi menggugat atas merek yang telah
didaftarkan tersebut. Apalagi undang-undang merek baru juga
memberikan perlindungan kepada pemilik merek yang beriktikad baik.
Menurut ketentuan Pasal 4 Undang-undang Merek 2001, permohonan
pendaftaran merek yang diajukan oleh pemohon yang beriktikad buruk
tidak dapat mendaftarkan mereknya.

6. Persamaan

Di dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) butir a disebutkan bahwa
permohonan merek harus ditolak oleh Dirjen HKI apabila merek tersebut
mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek

pihak lain yang sudah terdaftar lebih dulu untuk barang dan atau jasa

sejenis. Bagaimana menentukan ada tidaknya suatu persamaan merek.

2*Rachmadi Usman, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual:Perlindungan dan Dimensi
Hukumnya di Indonesia, (Bandung : P.T. Alumni, 2003), him. 332.

**pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 tahun 1961.
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Berikut ini adalah beberapa teori mengenai persamaan merek dan contoh-
contoh merek yang dianggap sama dan tidak sama.
a) Persamaan keseluruhan elemen:

Persamaan keseluruhan elemen adalah standar untuk
menentukan adanya persamaan yang sesuai dengan doktrin entirentis
similar. Dalam hal ini merek yang diminta untuk didaftarkan
merupakan copy atau reproduksi merek orang lain. Agar suatu dapat
disebut copy atau reproduksi dari merek orang lain sehingga dapat
dikualifikasi mengandung persamaan secara keseluruhan, paling tidak
harus memenuhi syarat-syarat :*°
1) Terdapat persamaan elemen merek secara keseluruhan;

2) Persamaan jenis atau produksi dan kelas barang atau jasa;
3) Persamaan wilayah dan segmen perusahaan;

4) Persamaan cara dan prilaku pemakaian;

5) Persamaan cara pemeliharaan;

6) Persamaan jalur pemasaran.

Syarat —syarat tersebut diatas bersifat kumulatif, sehingga
untuk menentukan adanya persamaan harus semuanya terpenuhi.
Namun demikian standar penentuan berdasarkan ajaran ini dianggap
terlalu kaku dan tidak dapat melindungi kepentinagan pemilik merek

khususnya untuk merek terkenal.

25HukumdanKeadiIanPenegakanHukumdibidangerekdanpermasalahanya.htm , 01.02wib
,09/10/2014.
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b) Persamaan pada pokoknya

Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 15
tahun 2001, yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah
kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol
antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat
menimbulkan kesan adanya persamaan baik dalam bentuk (lukisan
atau tulisan), cara penempatan (yaitu unsur-unsur yang diatur
sedemikian rupa sehingga timbul kesan sama dengan merek orang
lain), arti dan kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi
dalam ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.

Pengertian persamaan pada pokoknya yang diatur dalam
penjelasan ini sesuai dengan dokrin "nearly resembles”, yang
menganggap suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya
dengan merek orang lain jika pada merek tersebut terdapat kemiripan
(identical) atau hampir mirip (near resembles) dengan merek orang
lain, yang dapat didasarkan pada kemiripan gambar, susunan Kata,

warna atau bunyi.?®

7. Alternatif Penyelesaian Sengketa

Seiring dengan semakin ketatnya persaingan di dunia bisnis
sehingga sangatlah mungkin terjadi sengketa diantara para pelaku bisnis.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2001

26HukumdanKeadiIanPenegakanHukumdibidangmerekdanpermasalahanya.htm,
09/10/2014, 01.02WIB.
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tentang Merek, maka upaya penyelesaian sengketa di bidang merek dapat
ditempuh melalui penyelesaian sengketa secara litigasi, yaitu penyelesaian
melalui lembaga pengadilan. Selain itu juga dapat ditempuh upaya
penyelesaian sengketa secara non-litigasi yaitu penyelesaian sengketa
diluar pengadilan dan secara non-litigasi yaitu penyelesaian sengketa di
luar pengadilan, seperti melalui alternatif penyelesaian sengketa maupun

arbitrase.?’

Dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Alternatif
Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase, dikenal enam macam cara

penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu :

a. Konsultasi
b. Negosiasi
c. Mediasi

d. Konsiliasi
e. Pendapat ahli

f. Arbitrase

Dalam penyelesaian sengketa dengan Alternatif Penyelesaian
Sengketa ini, salah satu asas yang dipegang teguh adalah asas iktikad baik
dan asas kebebasan berkontrak atau mufakat. Asas ini berperan sebagai
perekat bagi para pihak untuk dapat membahas sengketa yang diantara

Mereka menurut kepatutan, terbuka dan kedua pihak bertujuan untuk tidak

*7 pasal 84 Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek.
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pergi ke pengadilan. Alternatif penyelesaian sengketa dilakukan oleh para
pihak pula didasarkan atas kesepakatan. Kesepakatan ini menunjuk pada
asas kebebasan berkontrak dimana pihak-pihak akan menyelesaikan
sengketanya secara musyawarah yaitu konsultasi, negosiasi, konsiliasi,

mediasi atau penilaian Ahli.

Arbitrase sebagai salah satu bentuk pranata alternatif penyelesaian
sengketa tingkat akhir memegang peranan yang sangat penting, ketika
lembaga pengadilan maupun bentuk alternatif penyelesaian sengketa
lainnya tidak mampu untuk menyelesaikan suatu perkara hukum. Menurut
R. Subekti, arbitrase adalah penyelesaian suatu perselisihan (perkara) oleh
seorang atau beberapa orang wasit (arbiter) yang bersama-sama ditunjuk
oleh para pihak yang berperkara dengan tidak diselesaikan lewat
Pengadilan. Menurut Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, disebutkan bahwa
arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum
yang didasarkan pada perjanjian tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
Dalam Pasal 53 undang-undang terkait dinyatakan pula bahwa para pihak
dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat
dari Lembaga Arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu
perjanjian. Lembaga Arbitrase disini adalah badan yang dipilih oleh para
pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa
tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat

mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul
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sengketa. Arbitrase disini dapat berupa, klausul arbitrase yang tercantum
dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak sebelum timbul
sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat oleh para

pihak setelah timbul sengketa.

F. Metode Penelitian
1. Pendekatan Masalah
Merupakan cara kerja atau tata cara kerja untuk memahami objek
yang menjadi sasaran dari pada ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Pada
penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan secara yuridis normatif.
Pendekatan secara yuridis normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.
Pada penelitian hukum jenis ini, sering kali hukum dikonsepkan sebagai
apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau
hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan
berperilaku manusia yang dianggap pantas.?®
Dalam penelitian ini nantinya akan dilakukan pendekatan dengan
mengkonsepsikan bagaimana seharusnya pendaftaran sesuatu merek dalam
yuridis formil dapat terakomodir dalam peraturan-peraturan normatif dan
kejadian sosial yang terjadi dimasyarakat.
2. Sumber Data
a. Bahan hukum primer
Berupa bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari Undang-

undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan

8 Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2004), him. 117.
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perundang-undangan lain yang terkait yang masih diberlakukan di
Indonesia.
b. Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder yang digunakan yakni bahan yang didapat
dari buku-buku karangan para ahli, modul, surat kabar berupa karya
ilmiah seperti bahan pustaka, jurnal dan sebagainya serta bahan lainnya
yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.
c. Bahan hukum tertier
Bahan hukum yang memberi petujuk, informasi terhadap kata-kata
yang butuh penjelasan lebih lanjut yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia,
ensiklopedia dan beberapa artikel dari media internet.
3. Metode Pengumpulan Data
Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini menggunakan
metode studi dokumen atau penelitian kepustakaan (library research)
yaitu dengan menemukan dan mengambil data di perpustakaan yang
berhubungan dengan permasalahan pendaftaran merek yang seharusnya
ditolak dan kesesuaian dengan peraturan serta teori-teori hukum tentang
Merek. Disamping itu juga, penelitian ini menggunakan metode penelitian
lapangan (field research) yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke
Direktorat Jenderal HKI dan mewawancarai secara langsung orang yang
berwenang dalam menangani pendaftaran merek yang dapat menunjang

kesempurnaan skripsi ini.
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4. Analisis Data

Data-data yang berhasil dihimpun akan dianalisis untuk menarik
kesimpulan dengan metode analisis kualitatif. Metode ialah suatu
kerangka kerja untuk melakukan suatu tindakan atas suatu kerangka
berfikir menyusun gagasan, yang beraturan, berarah dan berkonteks, yang
patut (relevant) dengan maksud dan tujuan. Secara ringkas metode ialah
suatu sistem berbuat.”® Telah disebutkan sebelumnya bahwa penelitian ini
menggunakan metode analisis-kualitatif yang mana data yang ada
dikumpulkan dan dianalisis. Selanjutnya data tersebut sebagai rujukan
dalam rangka memahami atau memperoleh pengertian yang mendalam dan
menyeluruh untuk pemecahan masalah dengan menarik kesimpulan secara
deduktif induktif. Secara sederhana artinya semua data yang diperoleh
terkait dengan problematika pendaftaran sesuatu merek dianalisa secara
utuh sehingga terlihat adanya gambaran yang sistematis dan faktual. Dari
hasil analisis dan interpretasi tersebut, penulis menarik kesimpulan untuk
menjawab isu hukum tersebut. Analisis data diakhiri dengan memberikan
saran mengenai apa yang seharusnya dilakukan terhadap isu hukum

tersebut.

%% Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, ( Jakarta: Ul Press, 1986), him. 2-3.
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G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan
tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digunakan
sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab | berisi tentang pendahuluan yang akan menjelaskan latar belakang,
permasalahan yang ingin dibahas, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode
penelitian, kerangka teori kerangka konsepsional dan sistematika yang akan
disajikan dalam laporan penelitian tersebut.

Bab Il berisi tinjauan umum tentang merek. Dalam bab ini berisi
tentang pengertian merek, jenis dan fungsi merek, hak atas merek, merek
yang dapat dan tidak dapat didaftar, jangka waktu perlindungan merek,

dan pengalihan hak atas merek.

Bab 11 berisi tinjauan teoritis tentang parameter pembedaan merek.
Bab ini berisikan definisi parameter secara teoritis, instansi yang terkait dalam
menangani hak merek, perlindungan hukum terhadap merek terdaftar dan

penyelesaian sengketa hak merek.

Bab 1V masuk dalam analisa dan pembahasan terhadap penerapan Pasal
6 Ayat (1) butir a tentang merek yang tidak dapat didaftar dan ditolak serta
parameter yang membedakan sesuatu merek ditinjau dari Undang-undang
Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek.

Bab V sebagai bab terakhir berisikan kesimpulan dan saran hasil analisa

yang telah dibahas pada bab sebelumnya.
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BAB V
PENUTUP

B. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh dalam penelitian ini, dapat diambil

kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Undang-undang Merek tahun 2001 terutamanya Pasal 6 ayat (1)
butir a ternyata masih belum sesuai. Ternyata masih banyak merek-merek
yang tidak layak didaftarkan dan seharusnya ditolak oleh Dirjen HKI
masih saja tetap didaftarkan. Bukan saja merek yang mirip bahkan merek
yang bisa dikatakan sama serta berasal dari kelas yang sama juga masih
tetap terdaftar di Dirjen HKI. Hal ini dikarenakan para petugas HKI tidak
diberikan garis serta tolok ukur yang jelas dan konkrit tentang bagaimana
harusnya sesuatu merek itu bisa dikatakan mirip atau sama pada pokoknya.
Hal ini dapat menyebabkan kerugian kepada pihak yang telah terlebih dulu
mendaftar merek tersebut. Kerugian disini, bisa berbentuk materi maupun
nama. Sekiranya pihak pendompleng menyalahgunakan nama merek yang
didaftar tersebut, bisa-bisa saja pencitraan merek tersebut di mata
masyarakat akan menjadi tidak bagus serta bisa merusakkan nama baik
merek tersebut.

2. Parameter sesuatu merek itu dibilang berbeda adalah apabila memiliki
perbedaan baik mengenai bentuk, cara penetapan, cara penulisan atau

kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang
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terdapat dalam merek-merek tersebut. Otomatis sesuatu merek harus
ditolak oleh Dirjen HKI apabila mempunyai persamaan pada pokoknya
atau keseluruhannya yaitu kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-
unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain,
sehingga menyebabkan konsumen keliru adakah merek tersebut merek

yang sama atau merek yang berbeda.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada pegawai-pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia supaya untuk lebih mengawasi petugas di bagian Hak
Merek terutamanya pendaftaran merek supaya tidak ada ruang untuk
pendaftar merek yang tidak beriktikad baik untuk mendompleng atau
membonceng merek-merek terkenal.

2. Perlu ada pengaturan yang lebih lanjut terkait pasal-pasal yang mengatur
berkaitan dengan “sama pada pokoknya” sehingga untuk menentukan
“sama pada pokoknya harus ada regulasi peraturan yang lebih rigid
sehingga pemeriksa sebagai pemegang keputusan itu terikat dengan
peraturan itu, dalam arti kata lain pemeriksa lebih dikontrol serta tidak

bertindak semaunya sendiri.
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